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Abstract

The purpose of this writing is to describe the change of image of Cirebon city during period 1930-
1950s. In the colonial era, Cirebon city was imaged as a colonial city. The success in changing of
the face of Cirebon city was symbolized in the symbol of Cirebon Gemeente through the slogan
“per aspera ad astra”. Since 1930s occured a different imagery of Cirebon city which derived from
every day experience of the native Cirebon citizen. The bad physical condition of the city and the
reality that native citizen could not enjoy the facilities of the city like the Dutch people, became
the foundation of the image formation about the gemeente failure in building Cirebon city. The
criticism on Cirebon Gemeente regarded as ignoring people’s rights, became the foundation to
develop the symbol of the city in the independence era. It was conceptualized as “New Cirebon”
that was realized by building the image of Cirebon as republikein city. The concept of “New
Cirebon” was also explained and implemented into the development of various aspects that
referred to the basic need of the people that in the colonial era was ignored by the Cirebon
Gemeente.
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1. Manggala Wacana

Cirebon telah sejak lama dikenal sebagai kota pantai dan kota pelabuhan. Pada saat berkunjung k
Cirebon pada 1513 Tome Pires menyaksikan bahwa di Cirebon terdapat pelabuhan yang bagu
dan ramai dengan kegiatan perdagangan. Pedagang-pedagang Islam menduduki posisi sentr
dalam bidang ekonomi dan politik di Cirebon (Kern dan Djajadiningrat, 1973: 14-15). Penguasaan
Mataram atas Cirebon pada abad XVII telah menciptakan pergeseran orientasi politik dan
ekonomi kerajaan Cirebon. Kesibukan dalam urusan politik dengan kerajaan pedalaman telar
membuka kesempatan bagi Verenigde Oost Indische Compagnie (VOC) untuk mulai
menancapkan dominasinya atas perdagangan di pelabuhan Cirebon. Setelah perjanjian 7 Janue
1681 antara kerajaan Cirebon dan VOC, keraton Cirebon semakin jauh dari kehidupan kelautan
dan perdagangan, karena VOC memegang hak monopoli atas beberapa jenis komodite
perdagangan dan pelabuhan (Gedenkboek der Gemeente Cheribon 1906-1931: 7). VO(
mengembangkan infrastruktur di sekitar pelabuhan, sehingga kawasan ini muncul sebagai pusa
bisnis baru dan keraton semakin jauh dari aktivitas ekonomi perdagangan. Di bawah VOC pusat
kota bergeser dari keraton ke pelabuhan dan citra Cirebon sebagai kota pelabuhan semaki
menguat. Sumber Belanda menyebutkan bahwa pada 1700-an Cirebon lama digambarkan sebag:
kota pedalaman (inlandsche stad) dan kota yang dilecehkan (het geminachte strandnest
(Weekblad voor Indie, No. 15, 1918-1919: 407).

Setelah kebangkrutan VOC pada 1799, kekuasaan politik kerajaan Cirebon terhadap
hinterland dan kota Cirebon diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda. Peranan pelabuhan dan
kota Cirebon sebagai transit barang ekspor-impor dan pusat pengendalian politis kawasan d
pedalaman semakin penting. Setelah ditetapkan sebagai pelabuhan ekspor-impor pada 185
pemerintah Hindia Belanda melakukan pembenahan dan pembangunan berbagai fasilitas sosia
(Sulistiyono, 1994: 143-146).



Secara politis, kepentingan-kepentingan Belanda di kota Cirebon juga dijamin dengan
dijadikannya kota Cirebon sebagai gemeente pada 1906, yang oleh karena perkembangnnya yar
pesat pada 1926 kemudian ditingkatkan statusnya menjadi stadgemeente (Milone, 1966: 20 dan
109) dengan otonomi yang semakin luas untuk mengatur pengembangan kota. Semboyan “pel
aspera ad astra” (Sampul Gedenkboek der Gemeente Cheribon 1906-1931 dan Wapen van d
Gemeente Cheribon, ANRI. KIT. 994/30), yang berarti dari duri onak dan lumpur menuju
bintang, dalam lambang Gemeente Cirebon menjadi simbol kemajuan kota ini di bawah
gemeente dan hal itu sekaligus membentuk identitas dan citra Cirebon sebagai kota kolonial.

Setelah proklamasi kemerdekaan, pemerintah Kotapraja Cirebon memproduksi simbol-
simbol dan identitas kota yang baru dan berbeda dari simbol dan identitas Gemeente Cirebon,
yang bertujuan untuk mengubah citra kota Cirebon yang telah terbentuk pada masa kolonial
Belanda. Tulisan ini bertujuan untuk membahas perubahan citra kota Cirebon selama periode
1930-1950-an. Pembahasan difokuskan pada dua masalah utama yaitu wajah dan citra kot
Cirebon pada masa gemeente dan pembentukan identitas dan citra baru kota Cirebon pada aw
kemerdekaan Indonesia.

2. “Per Aspera Ad Astra”: Wajah Kota Cirebon pada Masa Gemeente

Pada awal abad XIX Cirebon merupakan kota yang jorok dan dilecehkan (Weekblad voor Indie,
No. 15, 1918-1919: 407). Sampai dengan awal abad XX citra ini belum berubah. Keadaan
Cirebon tidak teratur, kotor, becek, penuh lumpur dan comberan, serta tidak mempunyai saluran
pembuangan air limbah rumah tangga. Akibatnya, setiap tahun ketika musim hujan Cirebon selalu
terkena banjir dengan ketinggian mencapai sekitar satu meter di dalam rumabh.

Kelancaran aliran air sungai sangat tergantung pada pasang-surut air laut. Ketika laut
pasang, sampah dan kotoran yang telah terendam air laut masuk ke dalam sungai dan kemudia
menjadi tumpukan yang tebal di muara sungai. Tumpukan kotoran yang telah terendam air asin
ini menaburkan aroma yang tidak sedap. Penduduk menyebut sungai yang mengalir di dalam kota
dan menimbulkan bau tidak sedap yang menyengat itu dengan nama “Kali Bacin”. Lingkungan di
sekitar pantai gersang dan udara terasa lebih panas, sehingga di kalangan masyarakat Cireb
berlaku ungkapan “barang siapa akan menetap di Cirebon, haruslah berkenalan dahulu dengal
‘penyakit’ panasnya. Jika sudah tertimpa, barulah ia diakui sah sebagai penduduk Cirebon”
(Dahlan, 1956: 67).

Gemeente Cirebon membuat kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk mengubah kondisi
dan citra kota Cirebon itu. Gemeente Cirebon dengan semboyan “per aspera ad astra” yang
tertera di dalam lambangnya memberikan petunjuk arah kebijakan pembangunan kota Cirebon
pada masa awal abad XX. Semboyan itu mengandung sebuah semangat untuk membangun ko
dalam mencapai kemakmuran. Sudjana (1996: 192, dan wawancara pada 30 Januari 200-¢
mengartikan “per aspera ad astra” sebagai “dari duri onak dan rawa-rawa menuju bintang”.
Berdasarkan informasi Sudjana itu, bintang merupakan simbol cita-cita tertinggi yang hendak
dicapai. Gemeente Cirebon bermaksud untuk mengubah keadaan kota yang semula dipenul
semak berduri dan rawa-rawa, baik dalam pengertian harfiah maupun sebagai metafora Cirebor
yang terbelakang dan belum berkembang, menuju sebuah keadaan menyerupai bintang, suatu titil
cahaya tempat orang mengarahkan pandangan kepadanya. Apabila hal ini dikaitkan dengan unsu
pembentuk lambang gemeente tentang laut yang divisualisasikan melalui gambar jangkar dar
ombak besar bergulung, dapat ditafsirkan tentang kedudukan dan peranan penting laut Cirebor
dalam perdagangan yang dijadikan arah pengembangan kota Cirebon sebagai kota pelabuhan yar



berorientasi internasional di bawah pemerintah kolonial Belanda (Lihat Wapen van de Gemeente
Cheribon, ANRI. KIT. 994/90).

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Gemeente Cirebon adalah memperbaiki dan membangun
prasarana yang dapat mengubah kondisi fisik dan citra kota Cirebon. Jenis-jenis prasarana sosig
yang dibangun meliputi pengadaan prasarana air bersih, prasarana kesehatan, dan penerang
jalan.

Kesulitan air bersih merupakan persoalan yang dihadapi oleh kota Cirebon sejak abad XIX.
Keadaan ini sangat menyulitkan penduduk dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dan
perusahaan-perusahaan yang berkedudukan di pelabuhan. Oleh karena itu, pemerintah kolonia
Belanda membangun fasilitas untuk penyediaan air bersih melalui pembuatan saluran dan sumu
artetis. Sejalan dengan peningkatan kebutuhan air bersih yang disebabkan oleh pertambaha
penduduk dan kepentingan pelabuhan, pada 1930 Gemeenteraad Cirebon membangun sebus
proyek air bersih yang diambil dari sumber air Cipanis (“Watervoziening” 74-78).

Program yang lain adalah menciptakan kebersihan kota. Upaya-upaya untuk menciptakan
kebersihan kota dilakukan oleh Gemeente Cirebon secara simultan melalui pembuatan saluran ai
penghilangan genangan air limbah dan hujan, pembuangan sampah dan kotoran, dan pembuat:
kakus dan pemandian umum. Kegiatan-kegiatan itu juga berkaitan dengan upaye
Gemeente Cirebon dalam pemberantasan penyakit malaria (“Malaria Bestrijding”: 93). Kali
Bacin yang dianggap sebagai salah satu sumber penyakit akibat bau tidak sedap yang menyenge
dan membuat lingkungan menjadi kumuh ditutup pada 1917. Penutupan dilakukan melalui
pengurugan dan area bekas Kali Bacin berubah menjadi jalan, gedung, dan pabrik rokok British-
American-Tobacco-Comp (Dahlan, 1956: 68). Untuk mendukung program di bidang kesehatan
masyarakat, Gemeente Cirebon mendirikan Rumah Sakit Oranje, yang diresmikan penggunaanny:
pada 31 Agustus 1921 dan mulai beroperasi pada 1 September 1921 (“Gemeentelijk Ziekenhuis
Oranje”: 119-121).

Dalam kaitan dengan usaha untuk memperindah kota, Gemeente Cirebon melengkapi jalan-
jalan dengan lampu-lampu penerangan yang mulai dilakukan pada tahun 1915. Konsesi usaha in
diberikan kepada NV Maatschappij tot Exploitatie van Lichtfabrieken yang pada 1924 digantikan
oleh Nederlandsch Indie Gas-Mij. Jalan-jalan yang diberi penerangan adalah jalan-jalan umum
yang menjadi tanggung jawab Gemeente Cirebon (“Straatverlichting”: 105).

Dengan adanya kebijakan-kebijakan tersebut, pada 1925 dapat disebut sebagai awe
pertumbuhan kota Cirebon, karena pada saat itu upaya-upaya gemeente untuk menyelesaika
berbagai permasalahan kota Cirebon mulai menunjukkan hasilnya. Banjir sudah mulai berkurang,
karena di tempat-tempat yang rawan banjir, misalnya Cirebon Selatan telah dipasang pompa
Demikian halnya dengan limbah rumah tangga dan genangan air hujan telah dialirkan melalui
parit-parit bawah tanah. Melalui kebijakan-kebijakan tersebut kota Cirebon terlihat lebih bersih
dan indah. Selain itu juga dilakukan pembangunan jalan-jalan baru, perbaikan dan pengaspalar
jalan, dan pembangunan trotoar yang diberi aneka tanaman peneduh (Dahlan, 1956: 68).

Sampai dengan 1930 Gemeente Cirebon telah berhasil mewujudkan semboyan “per aspera
ad astra”. Keberhasilan itu tampak dari keadaan kota Cirebon yang menjadi lebih teratur, bersih,
dan indah, serta keterpenuhan kebutuhan dasar penduduknya seperti air bersih, perumahan, d:
sarana kesehatan. Itulah citra yang berhasil dibangun oleh Gemeente Cirebon atas kota Cirebor
Prestasi ini diakui pula oleh sebagian warga kota Cirebon. Mereka berpendapat bahwa
Gemeente Cirebon memperhatikan kemajuan. Gemeente Ziekenhuis Oranje dan Raadhuis menjac
kebanggaan warga kota Cirebon (lihat koleksi ANRI. KIT. 184/38 dan 357/43), karena merupakan
bangunan-bangunan yang dianggap paling megah dan indah di Jawa Barat (Kepentingan Ra’jat, ¢



Pebruari 1933).

Di balik kebanggaan dan pengakuan warga kota terhadap prestasi Gemeente Cirebon
terdapat pencitraan yang lain atas kota Cirebon. Jalan-jalan di kota Cirebon secara umum belun
dilengkapi dengan penerangan yang cukup dan jalur lalu lintas belum ditata dengan baik, sehingge
sering terjadi kecelakaan. Selain itu, menurut penuturan seorang pelancong, jalan-jalan di kota
Cirebon juga masih banyak yang “diserang penyakit cacar”, legok-legok tergenang air. Kondisi ini
tidak memberi kenikmatan bagi pengendara kendaraan, terutama sepeda motor (Koemandan
Masjarakat, 25 Mei 1940). Kondisi jalan yang demikian telah menjadi perhatian dari kalangan
pers. Namun demikian, Gemeente Cirebon belum memberikan tanggapan atas kritik itu (Poesaka
Tjirebon, 26 Djanuari 1939).

Berdasarkan realitas itu, Abid, seorang warga kota Cirebon, mengatakan bahwa
gemeente telah berhasil mengubah wajah kota ini menjadi semarak, terutama di musim kemarau
Namun jika musim hujan, wajah kota Cirebon segera berubah menyerupai samudra. la
menggambarkannya dengan ungkapan “ari ketiga kaya negara ari rendheng kaya segara”’, yang
artinya saat kemarau laksana negara, saat penghujan seperti samudra (Kepentingan Rajat,
Pebruari 1933). Wajah kota yang kotor menjadi satu permasalahan yang belum dapat diatas
sepenuhnya oleh Gemeente Cirebon.

Selain itu, pencurian, pencopetan, penipuan, dan pemerasan serta prostitusi merupakat
fenomena patologi sosial yang sering dijumpai dalam realitas perkotaan Cirebon. Pencurian tidak
hanya dilakukan terhadap rumah-rumah Tionghoa, tetapi juga terhadap rumah pendudul
bumiputera dan kantor-kantor pemerintah (Koemandang Masjarakat, 6 dan 15 Juli 1939; Poesaka
Tjirebon, 8 Desember 1938). Pencopetan merupakan bentuk kriminalitas yang frekuensinya selalu
meningkat pada setiap bulan puasa (Poesaka Tjirebon, 17 November 1938). Kasus-kasu
penipuan biasanya berupa penggelapan dan penggandaan uang (Kepentingan Ra’jat, 17 Pebrue
1933). Kasus-kasus pemerasan biasanya terjadi di pelabuhan, perkebunan, pabrik, dan tanah-tane
sewaan (Koemandang Masjarakat, 6 Juli 1939). Sementara itu, pelacuran merupakan salah satt
jenis “kekotoran” kota yang meresahkan masyarakat Cirebon. Para pelacur berkeliaran di
sejumlah tempat di kota Cirebon (Kepentingan Ra’jat, 8 Maret 1933). Walaupun beberapa upaya
telah dilakukan untuk mengatasi kriminalitas dan membatasi perluasan prostisusi, namun hal itu
tampaknya belum efektif untuk mengatasi masalah-masalah patologi sosial di kota Cirebon.
Terjadinya kriminalitas dan prostitusi merupakan bukti bahwa Gemeente Cirebon belum berhasil
meningkatkan kesejahteraan warga kota Cirebon (Koemandang Masjarakat, 6 dan 22 Juli 1939).

Pencitraan lain terhadap kota Cirebon itu muncul karena dalam perkembangannya
Gemeente Cirebon tidak secara konsisten menjalankan kebijakan-kebijakan yang telah berhasi
mengubah kondisi dan citra kota Cirebon. Sejak 1930-an sampai akhir kekuasaan pemerintat
kolonial Belanda, tidak banyak dijumpai program penataan kota secara fisik, yang antara lain
disebabkan oleh krisis malaise yang sedang melanda Hindia Belanda. Selain menyebabkal
Gemeente Cirebon tidak bisa menjalankan program pembangunan, krisis juga telah menyebabkar
rakyat berada dalam posisi yang terpuruk. Dalam keadaan ini, kebutuhan mendasar yang dianggaj
penting dan mendesak oleh rakyat adalah yang berkaitan secara langsung dengan usa
mempertahankan kelangsungan hidup. Kemajuan yang dicapai Gemeente Cirebon seolah-ola
menjadi tidak berarti. Rakyat merasakan kebijakan Gemeente Cirebon sebagai beban da
pengabaian hak-hak rakyat. Pada akhirnya, citra Cirebon ditentukan oleh siapa yanc
berkepentingan membangun citra itu, yang pijakannya dapat ditemukan pada peristiwa yang
dianggap sangat berarti bagi kehidupan pihak yang membangun citra tersebut.



3. “Cirebon Baru”: Pembentukan ldentitas dan Citra Baru (1946-1950-an)

Gambaran keadaan Cirebon pada masa akhir kekuasaan kolonial Belanda dengan lingkungan yan
kumuh sebagaimana dipaparkan di atas merupakan bagian yang belum sama sekali hilang da
realitas Cirebon pada masa awal kemerdekaan. Jepang, dalam masa pendudukannya yang rela
pendek dan lebih mementingkan pertahanan perang, tidak sempat mengubah wajah Cirebon yan
kumuh selain dengan membangun lapangan terbang Jatiwangi (Buku Peringatan 50 Tahun Kota
Besar Tjirebon, 1956: 58). Namun keberadaan lapangan terbang tersebut, yang umumnyze
dipandang sebagai simbol kemajuan dan keberhasilan sebuah kota, tidak menutup kenyataa
bahwa kota dan warga kota Cirebon sesungguhnya belum beranjak cukup jauh dari gambaral
keadaan yang muncul pada masa kolonial Belanda.

Lukisan tentang keadaan umum kota Cirebon yang jauh dari kesan bersih dapat dijumpai
dalam sebuah tulisan yang disusun oleh O.K. Yaman. la mengatakan bahwa “pemandangan” kota
Cirebon didominasi oleh kantor-kantor pemerintah dan swasta, rumah-rumah penginapan, toko-
toko, sekolah-sekolah, dan rumah-rumah tinggal di sepanjang tepi jalan utama yang tidak
terpelihara. Kesadaran warga kota Cirebon terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan yant
rendah tercermin dari keadaan pekarangan rumah yang kotor akibat kebiasaan membuan
sungkrah yang sembrono. Di sepanjang jalan-jalan utama di kota Cirebon mudah ditemukan para
pedagang berjualan tidak pada tempat yang ditentukan. Mereka membangun tanpa izin kedai-
kedai di atas tanah yang sebenamya bukan untuk lokasi berjualan. Berbagai jenis makanan yan
dijual di kedai-kedai dan rumah-rumah makan disajikan tanpa memperhatikan kebersihan.
Kesemrawutan kota Cirebon juga tampak dari pemasangan reklame tanpa izin dan di sembaranc
tempat di jalan-jalan utama (Repoeblik, 22 Djanuari 1947).

Menurut Yaman, semua itu merupakan akibat dari pemahaman tentang kemerdekaan yang
keliru. Merdeka dimaknai sebatas sebagai kesempatan untuk bertindak sekehendak hati. Berbaga
peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kotapraja Cirebon untuk menata dan menciptakan
keindahan kota, mendorong kegiatan perekonomian, dan meningkatkan kesehatan pendudul
belum dipahami dengan baik. Sebaliknya, mereka justru melakukan pelanggaran terhadapny:
dengan alasan bahwa aturan-aturan itu lebih banyak mendatangkan kesulitan bagi warga kot
Cirebon. Bagi Yaman, keadaan dan sikap warga kota Cirebon yang semacam itu menunjukkan
bahwa mereka belum mempunyai kesadaran sebagai bangsa yang telah merdeka (Repoeblik, :
Djanuari 1947).

Oleh karena itu, suatu yang dianggap mendesak untuk dilakukan dalam membentuk
identitas Cirebon pascakolonial adalah menghilangkan kekumuhan lingkungan kota yang
dikatakannya sebagai “sisa Belanda dan restan Jepang” dan sekaligus membangkitkan kesadar:
warga kota Cirebon sebagai manusia baru, yakni manusia yang mempunyai kesadaran penu
terhadap hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang telah merdeka (Repoeblik, 23 Djanua
1947). Kemerdekaan yang telah diperjuangkan menghendaki kesempurnaan negara dan wargany
dalam segala aspek kehidupan. Sebagai bangsa yang merdeka, warga kota Cirebon hart
mengenal kesehatan, kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan, kecerdasan, keluhuran buc
dan kemajuan dalam segala bidang. Yaman mengonsepsikan kota dan warga kota Cirebon setela
kemerdekaan dengan menyebutnya sebagai “Cirebon Baru” (Repoeblik, 22 Djanuari 1947).

Dengan berkaca pada kebijakan pemerintah kolonial terhadap kota Jakarta dan Bandung
maka untuk mewujudkan “Cirebon Baru” harus dimulai dengan usaha “memperindah” kota
Cirebon. Secara empiris keindahan kota ditunjukkan oleh kemunculan bangunan baru, misalnya
monumen yang dapat mempercantik lingkungan, dan penataan nama jalan dengan menggunaka
nama-nama yang familiar dan sesuai dengan semangat zaman. “Memperindah” kota juga dapa



dipahami secara simbolis sebagai usaha untuk memperbaharui jiwa dan hidup warganye
(Repoeblik, 25 Januari 1947).

Setahun setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, di kota Cirebon didirikan sebuah
monumen berbentuk tugu di perempatan Jalan Kejaksan untuk memperingati peristiwa itu. Oleh
karena tugu itu dibangun untuk memperingati kemerdekaan Indonesia, orang Cirebon
menyebutnya sebagai Tugu Proklamasi. Warga kota Cirebon juga biasa menyebutnya sebaga
Tugu Kejaksan, karena tugu tersebut terletak di perempatan Jalan Kejaksan (Wawancara dengal
Muhammad Hadun Sanusi, 29 Januari 2005).

Tugu Proklamasi bukan sekedar sebuah tonggak hampa makna, tetapi merupakan artikulas
dari kelompok tentara, pejuang, dan tentara pelajar serta pimpinan pemerintahan yang didukunc
berbagai pihak, yang menyatakan dan memperoleh pengakuan telah berperan penting dalar
kemerdekaan dan kemudian memegang kendali atas usaha untuk membentuk dan menjaga ingate
kolektif masyarakat terhadapnya.

Menurut Heynen (1999: 375), monumen merupakan produk interpretasi sejarah dan
identitas kultural dari kelas yang dominan yang layak dan bahkan harus diketahui oleh publik.
Oleh karena itu, dapat dipahami mengapa tugu itu didirikan di perempatan Jalan Kejaksan yang
merupakan jalan utama di Cirebon. Pemilihan perempatan sebagai ruang untuk mengumumkar
gagasan itu tentu bukan tanpa alasan. Ruang bukan hanya dipahami sebagai sesuatu yang bol
digunakan secara bebas, melainkan lebih dilihat sebagai komoditas yang karakternya harus dicatr
dalam hubungan antara pemanfaatan ruang dan latar kultural masyarakatnya. Implikasinya,
pemanfaatan sebuah ruang tidak hanya berkaitan dengan persoalan apakah pengembangan ya
berlangsung di situ dilakukan dengan tujuan yang sepenuhnya disadari, melainkan berkaitan pula
dengan penggunaan ruang itu dalam cara yang berbeda atau bahkan berada di luar bentuk asaln
(Andreoli, 1996: 287-288).

Sesuai dengan sistem klasifikasi simbolik mancapat, perempatan merupakan titik tengah
atau pusat yang mempertemukan jalan-jalan lainnya dari empat arah mata angin. Dalam sisten
klasifikasi ini pusat dihubungkan dengan persepsi tentang kemantapan dan keselarasal
(Koentjaraningrat, 1984: 431). Orang-orang dari berbagai tempat dengan bermacam kepentingan
dan latar belakang bertemu di titik pusat. Saat datang mereka bisa menjadi siapa saja atau buka
menjadi siapa pun, tetapi di pusat kedirian mereka terlebur. Mereka menemukan dirinya sebagai
seseorang yang “baru” di dalam Tugu Proklamasi, sebagai bagian dari “seluruh kekuatan yang adz
di Cirebon” yang telah tersentuh dan terliputi “semangat nasionalisme”. Dengan begitu,
perempatan jalan memainkan dua peran yang berbeda dalam saat yang bersamaan. Di satu s
perempatan merupakan zona bebas yang boleh dimasuki oleh siapa saja. Namun di sisi lain, dalar
waktu yang bersamaan, ia segera mengikat mereka dengan menusukkan suatu kekuatan yal
memancar dari titik pusat ke dalam ingatan kolektif warga masyarakat yang berada di keempat
penjuru mata angin melalui sebuah peringatan bahwa Indonesia sudah merdeka. Pada titik inilah
tugu peringatan itu dapat dilihat sebagai reaktualisasi pengalaman kolektif (Kartodirdjo, 1993: 57)
masyarakat Cirebon yang dijadikan landasan pembentukan identitas kota Cirebon pascakolonial.

Pemanfaatan ruang untuk pembentukan identitas kota Cirebon pascakolonial juga tampak
dalam penamaan jalan. Pada awal kemerdekaan (sekitar tahun 1946) di kota Cirebon muncu
nama Jalan Merdeka yang menggantikan Jalan Kali Bacin, dan setahun kemudian muncul name
jalan yang menggunakan nama tokoh pahlawan lokal, yaitu Jalan Kusnan dan Jalan Suratno d
Kebon Baru (Wawancara dengan Muhammad Hadun Sanusi, 29 Januari 2005 dan dengan T. D
Sudjana, 30 Januari 2005). Sejak 1917 Kali Bacin yang semula merupakan salah satu sumbe
kekumuhan lingkungan menjadi salah satu kawasan penting di kota Cirebon setelah area kal



tersebut diurug dan dilengkapi dengan jalan, gedung-gedung, dan pabrik. Sementara Kebon Bart
merupakan kompleks pemukiman orang-orang Belanda di kota Cirebon. Dengan demikian, Kali
Bacin dan Kebon Baru merupakan sebagian dari simbol eksistensi kekuasaan pemerintah kolonia
Belanda di kota Cirebon. Oleh karena itu, bisa dipahami jika pembentukan simbol keindonesiaan
di kota Cirebon diarahkan ke tempat-tempat yang di dalamnya memuat simbol kolonialisme
dengan mengganti nama Jalan Kali Bacin menjadi Jalan Merdeka dan memberi nama jalan di
Kebon Baru yang merupakan bekas pemukiman orang-orang Belanda dengan menggunakan nam
tokoh-tokoh lokal yang berperan dalam perjuangan kemerdekaan, yaitu Kusnan dan Suratno.

Menurut Sanusi, penamaan jalan-jalan di kota Cirebon dilakukan dengan “mengacu ke
Jakarta” (Wawancara dengan Muhammad Hadun Sanusi, 29 Januari 2005). Menurut Heine-
Geldern (1972), ibukota negara selain merupakan pusat kegiatan politik juga menjadi pusat
kebudayaan dan pusat magis dari seluruh wilayah negara itu. Jarak suatu tempat atau daere
dengan ibukota negara menunjukan tingkat keberadaban penduduk di daerah tersebut. Sejala
dengan pandangan ini, pengabadian peristiwa proklamasi dan hal-hal lain baik menyangkut orang
maupun kejadian yang berhubungan dengannya merupakan usaha untuk menjadikan peristiwa itu
sebagai bagian dari “pengalaman dekat” suatu komunitas (Geertz, 1992). Peristiwa itu dapa
disaksikan dan hadir dalam kehidupan warga kota Cirebon melalui Jalan Merdeka, Jalan Kusnan
dan Jalan Suratno yang selalu mereka lewati. Jalan-jalan tersebut membuat peristiwa proklamas
di Jakarta, yang secara spasial berada di luar Cirebon, hadir dalam kehidupan sehari-hari warg
kota Cirebon dan jarak spasial menjadi tidak berarti. Dengan cara itu warga kota Cirebon
mengasosikan dirinya dengan, dan membayangkan dirinya menjadi bagian dari, komunitas
Indonesia (Anderson, 2001).

Dari uraian tentang pembangunan Tugu Proklamasi dan penamaan jalan telah ditunjukkan
bahwa keduanya merupakan simbol identitas kota Cirebon pascakolonial. Makna simbol-simbol
tersebut mengacu kepada proklamasi kemerdekaan dan dengan demikian Tugu Proklamasi dal
jalan yang diberi nama pahlawan merupakan simbol keindonesiaan. Melalui simbol itu warga kota
Cirebon menyatakan dirinya sebagai manusia baru, yakni manusia yang mempunyai kesadara
terhadap hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang telah merdeka, yang dikonsepsika
sebagai “Cirebon Baru”.

“Cirebon Baru” mencakup pembangunan jiwa dan hidup baru yang dilakukan melalui
penataan fisik kota untuk menghilangkan kekumuhan lingkungan kota dan penataan sikap dar
mental masyarakat. Konsepsi tersebut telah diimplementasikan oleh pemerintah Kotapraja
Cirebon melalui program pembangunan baik dalam bentuk penataan fisik kota, penyediaan sarana
dan prasarana yang diperlukan warga kota, maupun pengembangan sikap dan mental untu
membedakan warga kota Cirebon pascakolonial dari masa sebelumnya. Pemerintah jug:
membangun berbagai fasilitas untuk menyelenggarakan layanan publik dalam bidang kesehatar
masyarakat, pendidikan, kesejahteraan sosial kaum miskin, kebersihan dan kesehatan lingkunga
(Buku Peringatan 50 Tahun Kota Besar Tjirebon, 1956).

4. Purna Wacana
Pada masa kolonial Belanda kota Cirebon dicitrakan sebagai kota kolonial, sehingga
pembangunan kota ini lebih dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan orang-orang Belanda.
Keberhasilan mengubah wajah kota Cirebon yang pada beberapa abad lalu digambarkan sebag:
kota yang dilecehkan disimbolisasikan dalam lambang Gemeente Cirebon melalui semboyan “per
aspera ad astra”.



Namun demikian, sejak 1930-an muncul pencitraan yang berbeda terhadap kota Cirebon
yang lahir dari pengalaman keseharian warga bumiputera Cirebon. Dalam pandangan mereka
Cirebon di bawah gemeente merupakan sebuah kota yang tidak menyenangkan. Keadaan fisi
kota yang buruk dan kenyataan bahwa penduduk bumiputera tidak dapat menikmati fasilitas kota
sebagaimana halnya orang-orang Belanda menjadi dasar pembentukan citra tentang kegagala
gemeente dalam membangun kota Cirebon.

Kritik terhadap Gemeente Cirebon yang dianggap mengabaikan hak-hak rakyat, karena
tidak mampu membangun kota dan menyediakan fasilitas bagi warga kota sebagaimana yanc
diharapkan penduduk bumiputera, menjadi landasan untuk mengembangkan simbol kota pade
masa kemerdekaan. Simbol kota Cirebon mengacu pada proklamasi kemerdekaan Indonesic
Melalui simbol itu warga kota Cirebon menyatakan dan mencitrakan dirinya sebagai manusia
baru, yakni manusia yang mempunyai kesadaran terhadap hak dan kewajibannya sebagai warg
negara yang telah merdeka. Hal itu dikonsepsikan sebagai “Cirebon Baru” yang bertujuan untuk
membawa Cirebon pada tempat yang terhormat di mata Republik Indonesia.

“Cirebon Baru” diwujudkan dengan membangun citra Cirebon sebagai kota republikein.
Simbolisasi kota republikein dilakukan oleh pihak-pihak yang berperan penting pada masa
revolusi, yang kemudian menjadi kelompok dominan, dengan mendayagunakan ruang publik.
Pendirian Tugu Proklamasi di perempatan jalan sebagai simbol keindonesiaan dan penamaan jala
jalan di kota Cirebon dengan menggunakan nama-nama pahlawan lokal menunjukkan bahwe
gagasan tentang kemerdekaan Indonesia harus menjadi milik publik dan dijadikan sebagai bagian
dari ingatan kolektif warga kota Cirebon. Hal itu juga memperlihatkan bahwa ruang publik telah
diperlakukan sebagai sebuah komoditas yang pemanfaatannya ditentukan oleh cara kelompol
yang dominan, dalam hal ini adalah tentara dan pejuang kemerdekaan, dalam mendefinisikan
masa lalu sebagai basis pembentukan identitas Cirebon pascakolonial.

Konsepsi “Cirebon Baru” juga dijabarkan dan diimplementasikan ke dalam pembangunan
dalam berbagai bidang yang mengacu pada kebutuhan mendasar rakyat yang pada masa koloni
kurang mendapatkan perhatian dari Gemeente Cirebon.



DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Artikel

Anderson, Benedict R.O.G.. 2001. Imagined Communities: Komunitas-komunitas Terbayang.
Yogyakarta: Insist Press-Pustaka Pelajar.

Andreoli, Elisabetha. 1996. “Identity and Memory in the Modem Metropolis: Elements for a
Discussion. The Case of Sao Paulo”, The Journal of Architecture Volume 1 1996.

Buku Peringatan 50 Tahun Kota Besar Tjirebon, 1906-1956.

Dahlan, “Tjirebon dari Gelap Menudju Terang”, dalam Buku Peringatan 50 Tahun Kota Besar
Tjirebon, 1906-1956.

Gedenkboek der Gemeente Cheribon 1906-1931. De Stadsgemeente Cheribon Uitgegeven te
Gelegenheid van het 25-Jarig Bestaan der Gemeente op 1 April 1931.

Geertz, Clifford. 1992. Tafsir Kebudayaan. Terjemahan. Yogyakarta: Kanisius.

“Gemeentelijk Ziekenhuis Oranje”, dalam Gedenkboek der Gemeente Cheribon 1906-1931. De
Stadsgemeente Cheribon Uitgegeven ter Gelegenheid van het 25-Jarig Bestaan de
Gemeente op 1 April 1931.

Heine-Gelderen, Robert. 1972. Konsepsi tentang Negara dan Kedudukan Raja di Asia Tenggara.
Terjemahan. Jakarta: Rajawali Press.

Heynen, Hilde. 1999. “Petrifying Memories: Architecture and the Construction of Identity”, The
Journal of Architecture volume 4, 1999.

Kartodirdjo, Sartono. 1993. Pembangunan Bangsa: tentang Nasionalisme, Kesadaran dan
Kebudayaan Nasional. Yogyakarta: Aditya Media.

Koentjaraningrat. 1984. Kebudayaan Jawa. Jakarta: PN Balai Pustaka.

“Malaria-bestrijding” dalam Gedenkboek der Gemeente Cheribon 1906-1931. De Stadsgemeente
Cheribon Uitgegeven ter Gelegenheid van het 25-Jarig Bestaan der Gemeente op 1 April
1931.

Milone, Pauline Dublin. 1966. Urban Areas in Indonesia: Administrative and Cencus
Concepts. Research Series No. 10. Berkeley: Institute of International Studies University of
California.

“Straatverlichting”, dalam Gedenkboek der Gemeente Cheribon 1906-1931. De Stadsgemeente
Cheribon Uitgegeven ter Gelegenheid van het 25-Jarig Bestaan der Gemeente op 1 April
1931.

Sujana, T.D.. 1996. “Pelabuhan Cirebon Dahulu dan Sekarang”, dalam Susanto Zuhdi, ed.. 1996.
Cirebon sebagai Bandar Jalur Sutra: Kumpulan Makalah Diskusi Illmiah. Jakarta:
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Sulistiyono, Singgih Tri. 1994. “Perkembangan Pelabuhan Cirebon dan Pengaruhnya terhadap
Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Kota Cirebon 1859-1930". Tesis S-2 Program Studi
Sejarah Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

“Watervoziening”, dalam Gedenkboek der Gemeente Cheribon 1906-1931. De Stadsgemeente
Cheribon Uitgegeven ter Gelegenheid van het 25-Jarig Bestaan der Gemeente op 1 April



1931.

Surat Kabar dan Majalah

Kepentingan Ra’jat, 17 Pebruari 1933; 8 Maret 1933.

Koemandang Masjarakat, 6, 15, dan 22 Juli 1939; 25 Mei 1940.

Poesaka Tjirebon, 17 November 1938; 8 Desember 1939; 26 Djanuari 1939.
Repobelik, 22, 23, dan 25 Djanuari 1947.

Weekblad voor Indie, No. 15, 1918-19109.

Gambar dan Foto

Cheribon Stadhuis. ANRI. KIT. 184/38.

Front Gemeente Ziekenhuis, Cheribon. ANRI. KIT. 357/43.
Wapen van de Gemeente Cheribon, ANRI. KIT. 994/30

Informan 1
Nama
Umur
Pendidikan

Pekerjaan
Alamat

Informan 2
Nama
Tanggal Lahir
Pendidikan
Pekerjaan
Alamat

DAFTAR INFORMAN

: H. Muhammad Hadun Sanusi

: 67 tahun
: SMA, pernah kuliah di Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Cirebon dan Fakultas [Imu Sosial dan Politik
Universitas 17 Agustus
: Pensiunan Dinas Kesehatan Kota Cirebon

. JI. Veteran No. 34 Cirebon, Telepon (0231) 205934

: T.D. Sujana

: 14 Agustus 1936
: Sarjana Muda ASRI Yogyakarta, 1963

: Pensiunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (1994)

: Alun-alun Keraton Kanoman Cirebon



